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1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Unit Kerja

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam
memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk
memonitor kinerja aparatur pengadilan oleh Pimpinan di masing-masing satuan kerja maupun
Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Mahkamah Agung.

SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi,
efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang
memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya
dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga dapat diakses melalui online oleh masyarakat
pencari keadilan dalam penyampaian informasi kepada publik untuk penelusuran perkara.

http://sipp.pa-banjarnegara.go.id/


2.  E-LLK - https://sso.mahkamahagung.go.id/cas/login ( Pengukuran kinerja tiap pegawai)

Elektronik Laporan lembar Kerja merupakan aplikasi dari Mahkamah Agung  
yang digunakan untuk mengisikan kinerja harian pegawai di lingkungan Mahkamah Agung

Digunakan untuk mengukur kinerja terkait kelengkapan dokumen yang diupload ke Aplikasi SIPP

3. Inovasi pengukuran kinerja perkara  http://192.168.1.253/pendukung2018/kontrol













 
 

 

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : 

PENGGUNAAN APLIKASI ELEKTRONIK KINERJA PERKARA (E
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

 
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Menimbang 
 

: a. Bahwa demi terciptanya pelayanan prima dan kinerja pengadilan yang 
lebih baik Direktur Jenderal Peradilan Agama telah rutin 
mempublikasikan Raport Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syari'ah seluruh Indonesia menggunakan SIPP, 
situs resmi Ditjen Badilag, dengan alamat 
https://badilag.mahkamahagung.go.id

  b. Bahwa 
proses singkronisasi dari Pengadilan tingkat perkara dengan update 
data 
(satu) hari

  c. Bahwa 
merupakan salah satu unsur kepuasan masyarakat

Mengingat : a. Undang

ditambah dengan Undang

dengan Undang

Agung;

  b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

  c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor KEP/25/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum 

Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

  d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 

144

  e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 

026

  f. Surat Dir

137/DJA/HM.02.3/I/2019 tentang Penilaian Penyelesaian Perkara 

berdasarkan SIPP

 

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara 
Aplikasi Elektronik Kinerja 
Banjarnegara Kelas I
 

Pertama : Aplikasi Elektronik Kinerja Perkara (E
untuk menghitung Kinerja terhadap penyelesaian perkara dan pelayanan 
serta penerbitan produk pengadilan
pendamping aplikasi Simtalak Badilag;
 
 

 
 

KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NOMOR : W11-A5/1030/OT.01.3/III/2020 
TENTANG 

PENGGUNAAN APLIKASI ELEKTRONIK KINERJA PERKARA (E
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Bahwa demi terciptanya pelayanan prima dan kinerja pengadilan yang 
lebih baik Direktur Jenderal Peradilan Agama telah rutin 
mempublikasikan Raport Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syari'ah seluruh Indonesia menggunakan SIPP, 
situs resmi Ditjen Badilag, dengan alamat 
https://badilag.mahkamahagung.go.id; 

Bahwa raport penyelesaian perkara yang dipublikasikan menunggu 
proses singkronisasi dari Pengadilan tingkat perkara dengan update 
data dengan waktu 1x24 jam, sehingga kinerja akan terpaut waktu 1 
(satu) hari; 

Bahwa pelayanan pelayanan dan penerbitan produk pengadilan 
merupakan salah satu unsur kepuasan masyarakat

Undang-Undang Nomor 14  tahun 1985 yang telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

Agung; 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor KEP/25/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum 

Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 

026/KMA/SK/I/2001 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor

137/DJA/HM.02.3/I/2019 tentang Penilaian Penyelesaian Perkara 

berdasarkan SIPP 

M E M U T U S K A N 
 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara 
Aplikasi Elektronik Kinerja Perkara (E-KIPER) pada Pengadilan Agama 
Banjarnegara Kelas IA; 

Aplikasi Elektronik Kinerja Perkara (E-KIPER) sebagai salah satu sarana 
untuk menghitung Kinerja terhadap penyelesaian perkara dan pelayanan 
serta penerbitan produk pengadilan secara realtime
pendamping aplikasi Simtalak Badilag; 

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA 

PENGGUNAAN APLIKASI ELEKTRONIK KINERJA PERKARA (E-KIPER) 
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA 

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA 

Bahwa demi terciptanya pelayanan prima dan kinerja pengadilan yang 
lebih baik Direktur Jenderal Peradilan Agama telah rutin 
mempublikasikan Raport Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syari'ah seluruh Indonesia menggunakan SIPP, melalui 
situs resmi Ditjen Badilag, dengan alamat 

aport penyelesaian perkara yang dipublikasikan menunggu 
proses singkronisasi dari Pengadilan tingkat perkara dengan update 

sehingga kinerja akan terpaut waktu 1 

pelayanan pelayanan dan penerbitan produk pengadilan 
merupakan salah satu unsur kepuasan masyarakat; 

1985 yang telah diubah dan 

Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir 

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor KEP/25/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum 

Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;  

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan; 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 

Standar Pelayanan Peradilan; 

ektur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

137/DJA/HM.02.3/I/2019 tentang Penilaian Penyelesaian Perkara 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara tentang Penggunaan 
KIPER) pada Pengadilan Agama 

KIPER) sebagai salah satu sarana 
untuk menghitung Kinerja terhadap penyelesaian perkara dan pelayanan 

secara realtime yang merupakan 



Kedua : Fitur awal 
dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, 
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

 

 

 
     

awal Aplikasi Elektronik Kinerja Perkara (E
dalam lampiran Surat Keputusan ini; 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, 
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarnegara 
Pada tanggal  20 Maret 2020
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
 
 
 
 
 
Drs. H.M. BADAWI, SH. MSI.
NIP. 19560825.198503.1.003 

    
 

  
 
 

Aplikasi Elektronik Kinerja Perkara (E-KIPER) sebagaimana 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, 
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; 

 
20 Maret 2020 

anjarnegara 

SH. MSI. 



 Lampiran Surat Keputusan Pengadilan Agama Banjarnegara 
Nomor  : W11-A5/1030/OT.01.3/III/2020 
Tanggal  : 20 Maret 2020 

 
FITUR-FITUR AWAL 

APLIKASI ELEKTRONIK KINERJA PERKARA (E-KIPER) 
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA  

1. Halaman Beranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Beranda E-KiPer 

 

2. Halaman Kinerja Hakim 

 

Halaman Kinerja Hakim 

 

 



 

 

3. Kinerja Penerbitan Akta Cerai 
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